BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis akan menguraikan beberapa

kesimpulan berkaitan dengan Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi:

1.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di
dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kab.
Kuantan Singingi adalah dengan sistem pelaporan, sistem
TOL/pemungutan dijalan dan sistem Wajib Pungut (WAPU). Sistem
pelaporan adalah wajib pajak mengisi SPTPD dan membayar sendiri
sesuai SPTPD. Sistem TOL adalah wajib pajak melakukan pembayaran
di lokasi penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan
dan diberi bukti pembayaran oleh petugas yang ditunjuk kepala dinas.
Sistem Wajib Pungut adalah dilakukan oleh wajib pajak yang
mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kab. Kuantan Singingi.

Dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di kantor Badan
Pendapatan Daerah Kuantan Singingi adalah jumlah yang sedikit karena

kurangnya kesadaran dari wajib pajak di Kuantan Singingi.
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Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten Kuantan
Singingi masih rendah, karena masih banyak masyarakat yang
memanfaatkan galian mineral bukan logam dan batuannya belum
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke Badan Pendapatan Daerah kab.

Kuantan Singingi.

4.2. Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal-hal yang dapat di

sampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan

pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut:

1.

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan penerimaan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan memberitahukan bagaimana
cara pendataan, pendaftaran serta tata cara pengisisan dan penerbitan
SPTPD, SKPD, SKPDKBT, SKPDKBT.

Meningkatkan pengawasan pada areal-areal yang menjadi lahan
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Petugas pajak harus lebih meningkatkan pelayanan desiplin sehingga
terwujudnya produktifitas dan optimalisasi Kkinerja dan peningkatan
pelayanan kepada wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi, harus menetapkan sanksi atau denda, agar wajib pajak

(WP) sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak.



